
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORON'TALO

NOMOR 'i,i TAHUN 2012:

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEIAKS;ANA TEKNIS DAI:MH
BALAI PENGEMBANGAN BENIH IKAN I.AUT'DAI{ PAYAU

PROVINSI GORONTALO

Menimbang

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAIIA EISA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa berdasarkan Pasal LI2 Pr3ratLtran Daerah Nomor 6

Tahun 2007 tentang Pembentukan or1;anisasi dan Tata Keria Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, clipandang perlu mernbentuk
organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana lieknis Daerah Bal,ai Benih
Ikan Pantai (BBIP) Provinsi Gorontalo;

bahwa berdasarkan peftimbangan sebagiaimana dimaksurj daram

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Frembentukan organisasi dan Tata lKerjar unit Pelaksarur Teknis
Daerah Balai Pengembangan Benih ll:an [-aut dan payau provinsi

Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun L97,1 tentang pokoik-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahrrn Lg74
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Irrdonesia
Nomor 3890);

undang-undang Nomor 38 Tahun 2000r tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negarer Rerpublik Indonesier Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik InrConesia .
Nomor 4060); I
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3.

,4.

5 .
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9.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20113 telntang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
'fahun 2003 Nolnor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Lndonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200z+ tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonr:sia T,ahun 2404 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Reprublill Indonesia Nomr>r 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diutrah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor LZ tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2A041 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonresia Tahun 200{} Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Reputllik Indonesia Nomor '+844);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubaftan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indones;ia 
''l'ahun 2009 Nontor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia f\omor 507,3);

Undang-Undang Nomor t2 Tahun 201n bntang Pemtrcntukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
'famtnhan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 523,il;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perrgelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negaria Republik Indonesill Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembarian Negara Republik Indonesia

Nomor a578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 11007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan AnLara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 7007' Nomor 82, Tilmbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesil Tahun

2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Nc'gara Republik Indonesia

Nomor 4740);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007

Pedoman Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

tentang
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Menetapkan

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo ltlomor 6 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Gorontalo (Lembaran Daerah Prov'irnsi Gorontalo Tahun 2047

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Prol'insi Gorontalo nomor 5).

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEN'TUKAN ORGANISASI DAN

TATA KEruA UNIT PELAKSANA TEIflIS DAERAH BAI.AI

PENGEMBANGAN BENIH IKAN I.AUT DAN PAYAU P{OVINSI

GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaKud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah PenyelenqJgaraan urusan peme:rintahan

oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi d,ln tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi $eluas-luasnya dalart sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Irdonesia

Tahun L945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelernggara pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Frrovinsi Gorontalc,.

6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan F'rovinsi Gorontalo

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi

Gorontalo

8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai

Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutn'ya dis;ingkat UPTD adalah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengembangan Benih Ikan

Payau Provinsi Gorontalo.

Laut dan
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BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

D)engan Peraturan Gubernur ini dibentuk iUnit Pelaksana Teknis; Daerah

Balai Pengembangan Benih Ikan Laut dan Payau Provinsi Gorontelo.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah merupakan unsur pefaksana teknis

operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan beftanggungjawab kepada K.elpala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

LIPTD mempunyai tugas untuk memproduksi benih, induk diln calon

induk unggul, mengisi kekurangan benih cli tingkat pembudidaya,

penebaran ikan di perairan umum dan bimb,ingan tekni:s.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

D)alam menyelenggarakan tugasnya, UPTD menlpunyai fungsi :

a. menyusun program kerya dibidang pengembangan perbenilran ikan

laut dan payau;

b. menyelenggarakan sistem dan tata laksana produksi berih yang

bermutu;

c. memberikan pelayanan teknis dibidang perbenihan ikan laut dan
payau;

d. menyelenggarakan penerapan teknologi dibidang perbenihan ikan larur
dan payau' 
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e. melakukan kerjasama dengan UPT puslt, daerah, Perguruart Tinggii,

dan perbenihan skala rumah tangga (HSRT).

f. melaksanakan bimbingan teknis ke perbenihan Skala rumal' tangga

dan pembudidaya;

g. menyelenggarakan penerapan sistem rnutu rlan sertifikasi pet'benihan

ikan laut dan pantai;

h. menyelenggarakan tugas lain sesuai tug,as pokok dan fungsinlta.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Tekrris Dinas terdiri atas;

a. Kepala UPTD;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Produksi

d. Seksi Pelayanan Teknis,

(2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis D)aerah Balai sebagaimana

tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisaftkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Keptla IJPTD bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip lKoordinasi, integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan UF,TD maupun dengan instansi

teknis terkait lainnya.

Pasal I

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai fungsi :

a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional d

perbenihan ikan laut dan payau;

ib idanq
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b. melaksanakan kebijakan teknis operasiclnal dibidang perbenitan ikan

laut dan payau;

c. menyelenggarakan penerapan teknologi ipengembangan clibidang

perbenihan ikan laut dan payau;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi s;efta pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanitn teknis

administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub tsagian Tata Usaha mempunyai

fungsi :

a. menyusun rencana program dan kegiatern UPTD;

b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan l<euangan;

c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga UPTD;

d. menyusun laporan secara berkala.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, melalsanakan

monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perbenihan

ikan laut dan payau.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebegaimana dimaksud dalam

Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyeri funrgsi :

a. menghimpun, menganalisis dan menyajikan teknik dibidang
perbenihan ikan laut dan payau;

b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sefta menyusun rencana

kebutuhan penggunaan sarana dan prasarana dibidang pe.benihan

ikan laut dan payau;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegialtan;
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d. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan perbenihan secara

berkala.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 13

Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan prcduksi trenih ikan laut dan

payau dan kultur pakan alami.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebargaintana dimaksud dalam

Pasal 13 Seksi Produksi mempunyai fungsi :

a. melakukan produksi benih ikan laut dan payau sefta kultttr pakan

alami;

b. mengoperasionalkan kegiatan perbenihian ifen laut dan payelu sefta

kultur pakan alami;

c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang perbenihan ikan

laut dan payau;

d, melaksanakan kegiatan bimbingan teknirs kepada pemlludidaya

dibidang produksi benih ikan laut dan p,;1y3Li sefta kultur pakarr alami;

e. menyusun laporan kegiatan produksi trcnih dan kultur pakln alami

secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhrentikan

oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinr;i sesuai

peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD dianglnt

diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

dan
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BAB VII

PEMBIAYMN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubtrnur ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan ,Can Belanja Daerah Provinsi

Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan perraturan

perundang-undangan,

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada langgal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya rnelmerintahkan pengurrdangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Gorontalo,

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR' r ' f
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
18 Desember 2012

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
18 Desember 2012



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSi GORONTALC)
NOMOR : -.ri TAHUN 2012
TANGGAL : 1,- -t'::,:::.';.:' 20tz
TENTANG : PEMBENTUMN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT

PEI-AKSANA TEKNIS DAERAH BAI.AI PENGEMBANGAN BENIH
IKAN I.AUT DAN PAYAU PROVINSI GORONTALO

KEPALA UPTD
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